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Abstrak
Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel menimbulkan kerugian terhadap jamaah First Travel yang telah menyetorkan uang kepada First Travel baik melalui agen ataupun kepada First Travel langsung. sehingga jamaah First Travel yang menjadi korban penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel tidak mendapatkan uangnya kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian asas keadilan dan kemanfaatan Putusan a quo terkait perkara tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang First Travel. serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jamaah First Travel agar dapat mengembalikan ganti kerugian pembayaran biaya umrah yang telah dibayarkan ke pihak First Travel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hal terhadap perkara a quo tidak dapat dibenarkan. Dikarenakan berdasarkan teori restoratif justice (keadilan restoratif) setiap akibat tindak pidana harus didahulukan kepentingan korban akibat tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara dalam upaya keadilan restoratif, dapat memperhatikan Pasal 98 KUHAP. Dimana aturan a quo mengatur bagaimana cara penggabungan proses penuntutan pidana dengan proses penggantian kerugian untuk korban. Hal tersebut memungkinkan korban tidak perlu mengajukan gugatan berbeda dengan tuntutan pidana yang dilakukan First Travel.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jamaah First Travel dalam jalur litigasi, dimana melakukan permohonan PKPU dan kepailitian kepada First Travel. 
Kata kunci: First Travel, asas keadilan dan kemanfaatan hukum, rampasan negara
Abstract

Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 regarding Fraud and Money Laundering Crime Cases committed by First Travel caused losses to First Travel pilgrims who had deposited money to First Travel either through agents or to First Travel directly. So that First Travel pilgrims who were victims of fraud and money laundering committed by First Travel did not get their money back. The purpose of this study was to determine the suitability of the principles of justice and the usefulness of the decision related to the First Travel Fraud and Money Laundering criminal cases. as well as to find out the legal remedies that First Travel pilgrims can take in order to recover compensation for the payment of Umrah fees that have been paid to First Travel. This research is a normative juridical legal research using a case, statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of fairness and the benefit of the case cannot be justified. Because based on the theory of restorative justice, every consequence of a criminal act must prioritize the interests of the victim due to the crime. Judges in deciding cases in efforts of restorative justice may pay attention to Article 98 of the Criminal Procedure Code. Where the article regulates the mechanism for combining compensation with the prosecution of a criminal act so that the victim does not need to file a different lawsuit, and undergo a separate trial to obtain compensation. Legal remedies that can be taken by Jamaah First Travel are in the path of litigation, which is applying for PKPU and bankruptcy to First Travel.
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PENDAHULUAN 
Perkembangan hukum pidana semakin berkembang, seiring perkembangan aspek-aspek masyarakat yang kemudian melahirkan juga tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yakni perihal penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud 2020), menjelaskan bahwa 

“Kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.”
Perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi, dikarenakan pebuatan penipuan mudah dilakukan. Penipu hanya perlu meyakinkan korban dengan kata-kata bohong, agar korban mau melakukan atau mengikuti hal yang diinginkan oleh sang penipu. Dilapangan menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi), sehingga aparat penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru dalam menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana penipuan dan wanprestasi dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum, akan tetapi sebenarnya perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Permasalahan tersebut menyebabkan kerugian di beberapa pihak yang mana dapat menyelesaikan permasalahan yang berumula ranah privat (perdata) menjadi ranah publik (pidana).

Permasalahan yang semula merupakan permasalahan privat kemudian menjadi masalah publik (pidana) adalah salah satunya terkait kasus First Travel. First Travel merupakan biro perjalanan umrah milik pasangan suami istri, Andika Surachman dan Annisa Hasibuan. Dalam menjalankan bisnis umrah, First Travel memiliki puluhan ribu jamaah yang akan diberangkatkan. Tetapi pada perkembangannya sebanyak 63.310 calon jamaah tidak diberangkatkan oleh pihak First Travel.  

Modus yang dilakukan oleh biro umroh First Travel adalah dengan menawarkan promo umrah dengan harga yang sangat murah. Sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa First Travel untuk menjalankan ibadah di tanah suci. (Tribunnews.com 2019) First Travel menyediakan tiga paket umrah yang dapat dipilih, di antaranya: Paket promo umrah dengan cukup membayar seharga Rp 14,3 juta untuk satu orang. Paket reguler dengan harga Ro 26,6 juta untuk satu orang. Paket VIP dengan harga Rp 54 juta untuk satu orang. Setelah itu, modus yang dilakukan oleh pihak First Travel adalah dengan merekrut agen dengan biaya tertentu untuk mencari jemaah. Namun, setelah jemaah membayar paket umrah tersebut ternyata tak kunjung diberangkatkan. 
Tindakan penipuan yang dilakukan oleh First Travel bermula pada tahun 2017. Pasca menekuni usaha dalam bidang travel umroh, pada Juli 2017 First Travel dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Menurut Kompas (Kompas.com 2019) menyebutkan bahwa: 

“Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat, kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan resmi, Jumat (21/7/2017). Saat itu, First Travel diminta menghentikan penawaran perjalanan umrah promo yang dipatok sebesar Rp 14,3 juta. First Travel kala itu juga telah membuat pernyataan menghentikan pendaftaran jemaah umrah baru untuk program promo dan berjanji akan memberangkatkan jemaah usai musim haji yakni bulan November dan 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan. Namun berdasarkan pemberitaan Kompas.com (9/4/2018) janji memberikan kepastian keberangkatan jemaah tak juga berbuah nyata.”
Terhadap tindakan First Travel tersebut pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Depok, Tertanggal 30 April 2018 memutus perkara First Travel (Pengadilan Negeri Depok 2018)
1. “Menyatakan Terdakwa  1. Andika Surachman dan Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”  

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan pada terdakwa tetap dalam tahanan.”
Pada putusan tersebut pihak First Travel yakni melalui pemiliknya Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang, dan aset yang dimiliki oleh First Travel dirampas oleh negara. Tetapi pada perkembangannya putusan tersebut dimohonkan banding oleh pihak terdakwa. Dikarenakan pihak terdakwa melakukan upaya hukum banding, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dengan mendaftarkan ke Pengadilan Tinggi Bandung. 

Pada tanggal 15 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara banding kasus a quo yang mana amar putusan berbunyi (Pengadilan Tinggi Bandung 2018)
· “Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut; 

· Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok  No. 83/ Pid.B/ 2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018,yang dimintakan banding tersebut; 

· Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

· Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

· Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)”;

Upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bandung diterima dan dikuatkan sehingga terdakwa tetap dihukum kurungan, denda, dan aset-aset yang dimiliki oleh First Travel dirampas oleh negara. 

Menyikapi hal tersebut Jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Salah satu permohonan Jaksa Penuntut umum adalah memohon agar barang bukti yang dirampas negara dimohonkan untuk dikembalikan kepada para jamaah First Travel (Mahkamah Agung 2019)
“Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana” “memori kasasinya memohon agar barang- barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;”
Permohonan yang dilakukan oleh Jaksa Penutut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang pada amarnya hakim menyatakan (Mahkamah Agung 2019)
· “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut; 

· Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA I ANDIKA SURACHMAN  dan TERDAKWA II ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut; 

· Membebankan kepada para Terdakwa untuk  membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus  rupiah);”
Putusan pada tingkat kasasi tersebut menyisakan sebuah permasalahan, yang mana aset First Travel yang disita negara tersebut seharusnya dikembalikan kepada calon jamaah First Travel yang dirugikan terhadap kasus a quo. Negara secara spesifik tidak dirugikan terhadap adanya kasus tersebut. 

Jamaah umroh yang menjadi korban First Travel memberikan tanggapan terhadap putusan perkara First Travel telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Meski pemilik dari First Travel telah divonis mendapatkan hukuman pidana 20 tahun dan 18 tahun penjara, akan tetapi seluruh aset perusahaan yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada jamaah.
Aset-aset First Travek yang sebelumnya sebagai barang bukti, kemudian menjadi rampasan negara, menjadikan para jamaah tidak lagi mendapatkan pengembalian terhadap untuk yang telah disetorkan kepada First Travel. Putusan Pengadilan Negeri Depok pun akhirnya dikuatkan MA dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Putusan MA itu menjadi anomali, pasalnya, aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah tersebut. Negara dalam perkara ini sama sekali tidak mengalami kerugian materiil sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur.

Putusan pada tingkat pertama kasus a quo hingga putusan terakhir pada tingkat kasasi menyatakan bahwa barang bukti yang mengandung unsur ekonomis dirampas oleh negara. Perampasan tersebut kemudian memunculkan sebuah permasalahan dikarenakan barang bukti yang dirampas oleh negara adalah hak milik jamaah yang sudah menyetorkan uang kepada pihak First Travel. Aset yang disita bukanlah uang negara, melainkan uang jemaah sehingga sudah semestinya dikembalikan kepada rakyat. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan karena kasus yang awalnya perdata, kemudian berubah menjadi pidana. Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar. Para korban penipuan First Travel tidak mendapatkan ganti kerugian ketika menyerahkan uang untuk keperluan umroh, dan kemudian aset perusahaan tersebut dirampas untuk negara. 
Hal ini menyebabkan tidak adanya keadilan bagi para calon jamaah yang merasa tertipu oleh pihak First Travel. Seperti diketahui Keadilan sendiri merupakan suatu hal-hal yang berkenaan dengan tindakan dalam hubungan antara manusia yang memuat sebuah tuntutan. Hal ini menjadikan manusia dapat memperlakukan sesuai hak dengan kewajibannya. 

Hakim yang memberikan putusan dikatakan mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya mengartikan law in book (secara tekstual), melainkan putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata. Sehingga secara khusus dapat menimbulkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara, dan secara umum dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. 
Hakim yang mengeluarkan putusan haruslah memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Dalam memberikan pertimbangan, hakim haruslah memiliki nalar yang baik. Hakim dituntut dapat menempatkan putusan dimana lebih condong kepada keadilan dan dimana lebih condong kepada kepastian hukum. (Ilyas 2016) berpendapat bahwa “penguasaan terhadap nalar yang baik harus ada dikarenakan asas kemanfaatan bertempat di kepastian hukum dan antara keadilan. dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi.” Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia 
Hakim sebagai kepanjangan tangan dari pengadilan pengadilan, dalam memwujdukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. 
Hakim menjadi poros dalam proses peradian, hal ini sangat berkaitan dengan bagimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim dalam masyarakat dan negara sangat mulia dan terhormat. Tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjug tinggi hukum dipegang oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, peneggakan hukum akan berjalan secara efektif jika organ peneggakan hukum sendiri memadai. 
Anomali terhadap putusan kasasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyisakan sebuah pertanyaan terkait bagaimana para korban First Travel dapat kembali mendapatkan haknya terkait pembayaran uang kepada pihak First Travel. Atas latar belakang tersebut diatas disini penulis tertarik menganalisis dan meneliti lebih lanjut terkait kasus a quo dengan judul penelitian Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini:
1. Apakah Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Kasus Penipuan dan Pencucian Uang First Travel sudah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan bagi jemaah First Travel?  

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan jemaah First Travel agar dapat mengembalikan ganti kerugian pembayaran biaya umroh yang telah dibayarkan ke pihak First Travel?
METODE
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif digunakan dalam proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2014). Penelitian ini menganalisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).  Jenis-jenis pendekatan  yang digunakan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan pendapat hakim dalam putusan a quo. Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (ND and Achmad 2015). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep keadilan dan kemanfaatan, dalam upaya pengembalian harta nasabah yang telah disetorkan kepada First Travel. 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki 2014). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN
Rampasan Aset First Travel oleh Negara berdasarkan Sudut Pandang Asas Keadilan dan Kemanfaatan

Prinsip penegakan hukum adalah dengan memberikan manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Tidak cukup disitu masyarakat juga menaruh harapan proses penegakan hukum harus mencapai mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.
Proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak hanya identik dengan keadilan, hukum itu bersifat universal, mengikat setiap individu, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang menipu harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang menipu. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakanas.  Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.
Berdasarkan anggapan tersebut lah, hukum tidak dapat kita pusatkan hanya pada suatu nilai tertentu saja.  Hukum haruslah berisi berbagai nilai. Sebagai misal, kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain. Menurut (Rahardjo 1996) “Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolok ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.”  
L.J Van Apeldoorn (Apeldoorn 1993) menjelaskan bahawa “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”. Hal tersebut memiliki pengertian bahwa dalam setiap perkara haruslah ditimbang sendiri, dengan kata lain keadilan bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lain. Tujuan hukum sendiri adalah demi mengatur pergaulan hidup secara damai, jika penegak hukum mampu memberikan peraturan yang adil, dengan artian peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.
Keadilan tidak dapat disamakan artinya dengan persamarataan. Keadilan tidak memiliki pengertian bahwa setiap orang akan memiliki bagian yang sama rata. Ketertiban masyarakat tidak akan terjadi jika tidak ada peraturan umum, baik peraturan yang tertulis maupun tidak bertulis. Tidak adanya peraturan umum, akan memunculkan ketidakteraturan berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan antara tubuh dalam masyarakat. 

Apabila hukum hanya semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Menurut L.J Van Apeldoorn (Apeldoorn 1993) “Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.”
Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa (Kalo 2007), “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban”.
Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa (MD 2012), “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasatkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.” Disisi lain yang patut diperhatikan adalah mengenai mekanisme hukum yang dipergunakan, peraturan yang telah dibuat dan diterbitkan, hingga akhirnya memberikan sebuah sanksi terhadap masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat tersebut, harus diingat perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan haruslah substantif. Sadjipto Raharjo (Rahardjo 1996) menjelaskan bahwa “harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).” 
Fence M. Wantu (Wantu 2012) lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengukur sebuah keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya,  “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).” 
Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila ingin menekankan asas keadilan juga harus memperhatikan ptinsip living law (hukum yang berlaku di masyarakat), yakni sebuah norma terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum seyogianya mampu untuk mengakomodir living law tersebut, yakni berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Dalam konsep berkeadilan tidak dapat terlepas dari konsep kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga para pencari keadilan dapat menghasilkan manfaat atas hukum yang adil.

Hukum merupakan tolok ukur terciptanya kesehjateraan rakyat, dalam kehidupan suatu bangsa hukum menjadi urat nadi untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. 
Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dengan kata lain hukum itu tercipta untuk manusia, sehingga penegakkan hukum dan pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Menjadi permasalahan apabila hukum yang ditegakkan malah memberikan permasalahan sendiri bagi masyarakat. Merto Kusumo (Mertokususmo 2005). Menjelaskan bahwa “Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya”. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa, hakim sebagai ujung tombak penerapan hukum, hendaklah juga memperhatikan mempertimbangkan hasil akhir, yakni sebuah putusan yang tercipta nantinya membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. 

Putusan pengadilan seyogianya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. terutama dalam perkara pidana. kemanfaatan dan keadilan harus tercermin baik dari proses penyelitidikan, penyidikan, proses penuntutan, hingga proses menjalani hukuman dilapas. Hal tersebut tak hanya berlaku untuk tersangka, melainkan juga berlaku untuk barang sitaan dan rampasan yang diperoleh dari tersangka 
Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Barang rampasan adalah barang yang sebelumnya telah disita oleh negara dimana barang tersebut digunakan sebagai alat bukti persidangan pidana. Sehingga ketika putusan berkekuatan tetap hakim dapat memilih untuk merampas alat bukti tersebut atau dikembalikan kepada pemilik barang.

Perkara First Travel menyisakan barang sitaan yang sangat banyak dikarenakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Dalam perkara yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018. Telah memutuskan bahwa sitaan yang digunakan sebagai alat bukti adalah sebanyak 820 item, di mana 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis. Dari 529 item barang sitaan yang bernilai ekonomis itu antara lain uang senilai Rp 1,537 Milyar, baju dan gaun sebanyak 774 lembar, enam unit mobil, tiga unit rumah tinggal, satu unit apartemen, satu kantor milik First Travel dan benda berharga koleksi bos First Travel seperti kaca mata, perhiasan, dan lainnya (Yandwiputra 2019).
Benda sitaan tersebut selanjutnya dalam amar putusan perkara a quo dirampas oleh negara. Tetapi sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum memohonkan kepada majelis hakim aset tersebut untuk dikembalikan kepada jamaah First Travel. Salah satu permohonan Jaksa Penuntut umum adalah memohon agar barang bukti yang dirampas negara dimohonkan untuk dikembalikan kepada para jamaah First Travel (Mahkamah Agung 2019)
“Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1,” “tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;” 

Akan tetapi hakim menolak permohonan tersebut, sehingga untuk selanjutnya barang sitaan tersebut dirampas seluruhnya oleh negara. menurut pendapat penulis, permohonan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah upaya untuk melakukan perlindungan terhadap korban, dalam konsep pidana hal tersebut dikenal dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice). 

Restorative justice merupakan terminologi asing yang mulai dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-a. dengan istilah Keadilan Restoratif. Negara-negera maju keadilan restorative, tidak hanya digunakan sebagai sebuah konsep besar baik oleh akademisi dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi. Wahid (Wahid 2009) menjelaskan bahwa “Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.”
PBB (United Nation 2006) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).
Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restorative sebagai  berikut (Liebman 2007):
“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” 
(Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).
Menurut Eva Achjani Zulfa (Zulfa 2009) “keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.” Lebih lanjut Menurut Bagir Manan dalam Albert Aries (Aries 2006) memberikan penjelasan bahwa “secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.” Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai kedilan restoratif.   Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada (Ness 2005) sebagai berikut: “Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif). 

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang  sama  seperti  sebelum  terjadinya  kejahatan  dan  mencegah  terjadinya kejahatan lebih lanjut. Berdasarkan pengertian tersebut kita dapat merumuskan ciri-ciri dari restoratif justice dimana antara lain seperti yang dijelaskan oleh Van  Ness, secara sederhana konsep keadilan restoratif memiliki beberapa ciri dan proposisi, diantaranya:
a. “Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
b. Tujuan yang harus dicapai dari proses  peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
c. Proses peradilan pidana harus dapat  memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.”
Keadilan restoratif dalam pelaksannya kerap kalo berlawanan dengan kepastian hukum (rechtzakerheid) dan asas legalitas. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan konsep keadilan restoratif tidak hanya bertumpu pada pemberian hukuman penjara, melainkan memposisikan diri bagaimana memperbaiki atau memberikan pemulihan pada korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini kaitannya denganpelaku tindak pidana. Pelaku tidak pidana dapat  diwajibkan untuk membayar ganti rugi, tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pelaku tindak pidana juga dapat disertkan untuk melakukan kerja sosial. 
Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi  korban.Juga  memiliki  kekuatan  untuk  mencegah  adanya  permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.
Di sisi korban, keadilan restoratif dapat memberi kekuatan dalam memberi kesempatan pada pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi untuk bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. Sunarso (Sunarso 2014) menjelaskan bahwa “perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit  untuk  mengobati  luka korban.”
Kacamata pemberian bantuan hukum dalam pemberian keadilan restoratif dalam hal biaya pastilah tidak murah, secara general pasti tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah. Peran para pihak dalam memberikan kesadaran hukum, sangatlah menentukan. Lebih lanjut Sunarso (Sunarso 2014) menjelaskan bahwa “Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.”
Prinsip-prinsip restoratif justice yang bertitik tolak pada pemulihan hak-ha korban atas tindak pidana dapat diaplikasikan pada perkara First Travel yang memilik dampak sangat luas pada korban tindak pidana pencucian uang dan penipuan yang dilakukan oleh para direksinya. 

Pada putusan perkara First Travel, hakim hanya melihat bahwasanya barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo merupakan harta dari hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga sudah seyogyanya harta tersebut dirampas oleh negara. terbukti dalam salah satu pertimbangan hakim yakni 

“Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan  hasil kejahatan  yang dilakukan  oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan  juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang oleh  karenanya berdasarkan  ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;”
Pertimbangan hakim dalam memutus untuk merampas barang bukti dimana terbukti dari hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang adalah didasarkan pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. Dimana secara lengkap pasal tersebut berbunyi 

“Pasal 39

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”
“Pasal 46 

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;  
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara lain.”
Dalam pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP memang putusan pengadilan, apabila memang memutus untuk merampas barang sitaan yang diduga sabagai hasil dari sebuah tindak pidana. Dalam perkara a quo merupakan hasil dari tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Sehingga sudah sewajarnya hakim dapat berpendapat untuk melakukan perampasan dari hasil penyitaan oleh penyidik dan penutut umum. 

Akan tetapi seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwasanya dalam konsep restoratif justice. Hakim seyognya harus melihat daripada sudut pandang dari korban dalam perkara a quo. Hakim seyognyanya memperhatikan prinsip-prinsip restoratif justice dimana kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku akan timbul dari sebuah tindak kejahatan, meskipun kejahatan merupakan konflik antar individu. Demi mencapai tujuan keadilan restoratif, dalam pelaksanaan peradilan pidana dapat dilakukan sebuah rekonsiliasi diantara pihak-pihak, disisi lain dapat dilakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan. Hakim Seyogyanya harus mampu memfasilitasi dan memberikan partisipasi aktif para korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Tidak seharusnya mengesampingkan hal tersebut dan peradilan pidana malah didominasi oleh negara. 

Penulis memberikan perbandingan dalam sudut pandang restoratif justice dimana dalam pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP pilihan untuk melakukan perampasan adalah tetap ada ditangan hakim. dikarenakan perampasan barang bukti tersebut dalam pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP terdapat frasa “dapat” sehingga hakim dapat pula untuk memilih mengembalikan barang bukti tersebut kepada korban. 

Mengingat kembali bahwasanya prinsi restoratif justice (keadilan restoratif) adalah demi menyelesaikan permasalahan hukum dengan melakukan pendekatan yang mengoptimalkan kepentingan korban. Menurut pendapat penulis disini seyogyanya dapat dilakukan penggabungan gugatan kerugian sekaligus dilakukan proses persidangan pidana. Dimana salah satu aturan yang dapat dipergunakan dalam mewujudkan keadilan restoratif, khususnya terkait permasalahan First Travel yakni dengan menerapkan Pasal 98  (KUHAP). Dimana dalam pasal tersebut berbunyi 

“Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu  pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat  diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”
Pasal tersebut jika ditelaah lebih lanjut, mengatur bagaimana penggabungan proses penggantian kerugian tindak pidana melalui proses penuntutan. Korban disini tidak perlu lagi mengajukan gugatan yang berbeda dari penuntutan yang dilakukan dalam proses persidangan pidana. Korban hanya perlu menjalani persidangan pidan bersama dilakukannya proses penuntutan tersebut.

Proses penuntutan pidana juga dapat dimungkinkan dilakukan penggabungan gugatan. yang Pasal 98 KUHAP memungkinkan dilakukannya tindakan tersebut. Penulis beranggapan bahwa hal tersebut terjadi korban mampu memohon kepada hakim perkara a quo untuk meminta memberikan ganti kerugian. Penggabungan dapat dilakukan jika korban sendiri berinisiatif memohon kepada majelis hakim untuk melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian. Permohonan ganti kerugian diharuskan untuk diajukan kepada majelis hakim sebelum proses tuntutan dibacakan dalama persiangan. Hakim yang mengadili perkara a quo, atas permintaan korban, dapat mengabulkan penggabungan gugatan tersebut. Proses penggabungan tersebut memungkinkan hakim memberikan putusan / mengadili perkara pemberian ganti kerugian bersamaan dengan pemberian putusan pidana. 
Hakim dapat menimbang dua hal sekaligus yakni terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa, disisi lain juga hakim dapat menimbang tindakan terdakwa apakah diyakini memberikan kerugian kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Putusan yang timbul atas pertimbangan tersebut adalah sama dengan putusan pidana yakni adanya pemberian hukuman fisik, dan jika memang terbukti adanya kerugian, dapat dilakukan pemberian ganti kerugian kepada korban. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam pasal 99 – 101 KUHAP dimana berbunyi

“Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara  gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. 

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang  mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat  kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. “
“Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara  pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. 

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”
“Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”
Proses tersebut seyognya dapat dipilih jika hakim memerhatikan kepentingan korban, terkait proses pengembalian harta yang telah disetor kepada First Travel. Tetapi memang proses tersebut masih belum dipilih dikarenakan mekanisme keadilan restoratif melalui mekanisme penggabungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 98 KUHAP masih jarang dilaksanakan sebelumnya. 
Permasalahan yang sering terjadi dilapangan penerapan penggabungan antara tuntutan pidana dan juga ganti rugian, yakni hakim beranggapan bahwasanya adanya perbedaan antara hukum pidana dan juga perdata. Konsep penggabungan khususnya dalam memberikan ganti kerugian terhadap korban, dianggap sebagai ruang hukum perdata dimana mengatur hubungan antar individu. Sehingga apabila dilakukan penggabungan terjadi ketidakjelasan kompetensi absolut peradilan. Sehingga hakim lebih memilih untuk tidak menggabungkan hal tersebut. 
Keadilan restoratif menuntut dilakukannya perkambangan hukum pidana. Fokus pemidanaan tidak hanua kepada pemberian hukuman fisik kepada terdakwa. Seharusnya juga berfokus kepada pengembalian, pemulihan, dan perlindungan korban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Hakim, penuntut umum, penasehat hukum, ditambah juga korban menjadi unsur penting dalam penerapan konsep keadilan restoratif ini. 
Perkara Frist Travel memberikan pemahaman bahwa, dalam pertimbangan hakim dalam pelaksanaan keadilan restoratif juga terdapat permasalahan teknis lain, selain bagaimana penerapan pasal 98 – 101 KUHAP. yakni bagaimana pelaksanaan pembagian ganti kerugian terhadap korban yang memiliki jumlah ribuan. Sehingga hakim dalam pertimbangannya, baik dalam putusan tingkat pertama hingga kasasi lebih memilih untuk dilakukan rampasan oleh negara atas barang bukti tersebut. 
Akibat putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung korban tidak lagi mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan First Travel. Akan tetapi disisi lain tindakan Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan. Hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kepada negara. 
Upaya Hukum Jamaah First Travel dalam rangka mengembalikan aset yang dirampas negara
Upaya hukum secara umum dapat diatikan sebagai cara untuk untuk menyelsaikan permasalahan. Terdapat 2 (dua) jenis penyelesaian permasalahan hukum yakni melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Kedua model tersebut ada dikarenakan terdapat kemungkinan penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan melalui 1 (satu) bilik saja. 
Upaya Hukum litigasi memiki pengertian, proses penyelesaian perkara dilakukan mulai dari persiapan dan presentasi akhir. Juga termasuk upaya untuk memberi informasi secara menyeluruh terhadap proses perkara dan melakukan kerjasama demi mengidentifikasi masalah. Proses upaya hukum litigasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan masalah melalui proses peradilan. 
Secara khusus dalam hukum pidana, upaya hukum litigasi dalam KUHAP dijelaskan bahwa “Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.” Upaya hukum biasa sifatnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa yakni; perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.
Pasal 1 butir 12 KUHAP menjelasakan bahwa upaya hukum adalah “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Upaya hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam menyalurkan kesempatan hukum bagi pihak-pihak yang merasa bahwa tidak mendapatkan keadilan dalam suatu proses hukum, khususnya terhadap putusan hakim.

Selain penyelesaian masalah melalui uaya hukum litigasi diatas dapat pula melalui upaya hukum non litigasi. Non-litigasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian masalah diluar persidangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelasakan bahwa penyelesaian permasalahan diluar peradilan tetaplah hal yang dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam proses negosiasi, perdamaian (mediasi) maupun melalui wasit (arbitrase). Undang-undang Pasal 1 angka 10 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih lanjut menjelaskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”
Upaya hukum jika ditarik sebuah kesimpulan dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Terkait penelitian penulis yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jamaah First Travel dalam memperoleh haknya kembali terkait dana yang telah disetor kepada First Travel untuk keperluan umroh. Upaya hukum pidana telah dilakukan, dengan diputus bersalahnya direksi atas tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Akan tetapi pengembalian uang yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan kejamaah karena telah dirampas oleh negara atas dasar sebagai barang bukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh First Travel. 

Upaya hukum yang telah dilakukan jamaah First Travel yakni sebelumnya telah melakukan upaya hukum melalui mekanisme peradilan perdata, dan melakukan judicial review Mahkamah Konstitusi. Hasil dari upaya hukum tersebut kesemuanya tidak membuahkan hasil. Sehingga aset dari First Travel tetap dirampas untuk negara. 

Korban First Travel yang telah menanti diharuskan menemui kekecewaan. Pasalnya PN (Pengadilan Negeri) Depok memutuskan untuk menolak gugata perdata, sebagai tergugat adalah Direktur Utama First Travel Andika Surachman dengan nilai gugatan Rp. 49,075 milyar. Hakim dalam persidangan tersebut menilai bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas. Hakim mempertanyakan posisi penggugat, dimana akhirnya memutuskan menyatakan gugatan cacat formil. Perakara yang didaftarkan dengan nomor register perkara No. 52/Pdt.G/2019/PN.DPK.
Hakim mempermasalahankan posisi penggugat berkaitan dengan posisi penggugat sebagai agen dan juga jamaah First Travel, Rizki melalui hukumonline.com menjelaskan bahwa “penggugat terdiri dari jamaah dan agen. Secara rinci para penggugat yaitu Anny Suhartati (Penggugat I), Ira Faizah (Penggugat II), Devi Kusrini (Penggugat III), Zuherial (Penggugat IV) dan Ario Tedjo Dewanggono (Penggugat V) menyatakan kerugian yang diderita mencapai sekitar Rp 49,075 miliar. Penggugat I mengalami kerugian dituntut oleh 1.401 jamaah dan telah menyetorkan kepada tergugat sejumlah uang dengan jumlah  Rp. 20.034.300.000. Kemudian, penggugat II dan III juga masing-masing sudah menyetorkan sejumlah uang Rp. 2.073.500.000 dan Rp. 26.841.496.560. Lalu, penggugat IV dan V menyertorkan uang sebesar Rp. 84.000.000 dan Rp. 41.903.000.” Upaya hukum perdata tersebut untuk selanjutnya tidak dilanjutkan karena memang dinyatakan terjadi kekaburan para pihak yang mengajukan gugatan. Hal serupa terjadi ketika perwakilan korban melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pengujian pasal 39 KUHP beserta pasal 46 KUHAP.

Pengujian Pasal 39 KUHP beserta Pasal 46 KUHAP digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir 2019 dengan nomor registrasi perkara Nomor: 81/PUU-XVII/2019.  Pemohon yakni atas nama David M. Agung Aruan, Pitra Romadoni Nasution, dan Julianta Sembiring, serta Yudha Adhi Oetomo 
Arfana dalam situs mkri.com (Arfana 2019) menjelasakan bahwa “Pemohon dalam hal ini menyebutkan salah satu contoh kasus terkait perampasan/penyitaan yang dilakukan hakim terhadap barang bukti pada perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah. Barang bukti yang disita dalam kasus tersebut adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana.”
Korban First Travel yang mencapai ribuan, menjadi permasalahan lain. Dalam proses uji materiil ini yang memohonkan adalah perseroangan. Pemohon merupakan perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, yang diakibatkan oleh penerapan pasal tersebut. Pasal tersebut dapat merugikan korban selanjutnya apabila terus diterapkan, terkhusus korban seperti perkara First Travel. 
 Hak kepunyaan harta atas para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban sebagaimana bunyi amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti. Selain melakukan tindak pidana penipuan, juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara."

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan agar para Pemohon mempertimbangkan adanya tambahan orang yang benar-benar dirugikan dengan adanya ketentuan yang diujikan.  Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan para Pemohon agar melengkapi nomor dan tahun Undang-Undang yang diuji. Selain itu Arief menasehati para Pemohon agar menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ingin menegaskan identitas para Pemohon. 

Upaya Hukum pengujian pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi juga belum membuahkan hasil. Sehingga kedua upaya hukum baik melaui uapya hukum perdata dan judicial review, hingga penulis menulis penelitian ini masih belum ada upaya hukum lanjutan terkait gugatan perdata dan judicial review. 

Penulis berpendapat bahwasanya korban First Travel dapat melakukan upaya hukum lain melalui mekanisme Peradilan Niaga dengan melakukan upaya hukum kepailitan dan melakukan upaya hukum melalui prosedur politik dengan memohon ke Presiden terkait terminologi perampasan oleh negra barang bukti First Travel. yang dimaksudkan dengan rampasan oleh negara adalah hasil dari rampasan tersebut dilakukan lelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas negara ataukah hasil dari rampasan tersebut dikembalikan kepada jamaah yang menjadi korban.

Jalur litigasi yang mungkin bisa ditempuh adalah melalui PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan pembatalan homologasi (perdamaian). Jamaah selaku kreditur konkuren, apabila dilakukan PKPU apabila memang gugatan dikabulkan, maka First Travel akan memasuki pada status pailit. Fase tersebut menjadikan aset First Travel akan diurus oleh seorang pengurus (kurator) untuk dikumpulkan. Kedepannya apabila dimungkinkan kurator dapat bekerjasama dengan Kejaksaan untuk meminta aset-aset First Travel. 
Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Penjelasan pasal tersebut meski masih belum jelas dijabarkan, akan tetapi PKPU dapat dipahami sebagai suatu langkah untuk dapat mencapai kata mufakat diantara debitor dan kreditor dengan metode penyelesaian hutang piutang. Melalui proses putusan Pengadilan Niaga, dapat dibuat kesepakatan bersama terkait bagaimana upaya pembayaran hutang-hutang First Travel kepada dibitornya. Apabila memang proses PKPU berjalan maka proses pembayaran hutang jugadimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi. Dengan kata lain proses PKPU dapat diartikan sebagai moratorium penundaan pembayaran hutang kepada para kreditornya, sebelum semakin bertambah parah. Perusahaan dirasa masih mampu untuk membayar hutangnya kepada para kreditornya. 

Permasalahnnya adalah dana yang disetorkan kepada First Travel apakah dapat dikategorikan sebagai hutang. Menurut pendapat penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hutang, dikarenakan berdasarkan  Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017,  pada pokoknya Keputusan Menteri Agama tersebut menjelaskan bahwa  Izin penyelenggaraan First Travel dicabut akibat menelantarkan jemaah umrah hingga mereka gagal berangkat ke Arab Saudi. “Tindakan penelataran tersebut telah mengakibatkan kerugian materi dan immateri yang dialami oleh jemaah umrah”. 

Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam ketentuan tersebut, mengatur sanksi berupa pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah umrah, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain pencabutan izin, First Travel juga diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah bagi jemaah yang telah mendaftar. Jika tidak, berakibat pada First Travel diharuskan untuk melakukan pelimpahan seluruh jamaah yang telah mendaftarkan ke agensi First Travel kepada agensi lainnya. Sebagai catatan jamaah yang telah dilimpahkan tidak boleh dibebani dengan biaya lain. Dapat diambil kesimpulan, bahwa jamaah yang memang belum mendapatkan pengembalian First Travel, dapat melakukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga dengan didasarkan sebagai salah satu kreditur yang sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya ada beberapa alasan pengajuan PKPU, diantaranya adalah 
a. “Utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagih tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang tersebut.

b. Debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Artinya pengajuan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditor apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditor saja, tetapi dua atau lebih kreditor.

c. Kreditor merupakan kreditor konkuren yakni pemberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan. Utang-piutang yang terjalin tanpa adanya jaminan tentu hanya mengandalkan kepercayaan terhadap karakter dan itikad baik debitur dalam membayar kewajibannya tepat waktu sesuai yang telah disepakati bersama. Jika di kemudian hari terjadi masalah gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur, kreditor konkuren riskan mengalami kerugian karena tidak ada jaminan aset dan tidak adanya kepastian pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan utang dari debitur.”
Permohonan PKPU yang dilakukan jaamah First Travel yang telah dirugika atas tindakan First Travel merupakan langkah yang panjang. sejatinya agar lebih mempercepat hal tersebut dapat langsung dilakukan permohonan Pailit kepengadilan Niaga tanpa melakukan PKPU terlebih dahulu. Tetapi disini penulis menganut pendapat restoratif justice, agar setiap jamaah yang menjadi korban First Travel memiliki hak yang sama. Maka penulis memberikan pendapat, agar jamaah First Travel melakukan upaya PKPU terlebih dahulu agar ada waktu untuk seluruh jamaah dapat dihimpun dan dapat dihitung untuk seluruh kergian akibat tindakan First Travel. 

Kreditor melalui kuasa hukumnya bisa mengajukan permohonan pailit maupun PKPU kepada Pengadilan Niaga yang hanya ada di 5 Pengadilan Negeri di Indonesia (PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, dan PN Surabaya). Permohonan ini diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor yang memiliki tagihan sudah jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Permohonan bisa langsung permohonan pailit kepada debitor dengan kemungkinan munculnya proses PKPU didalamnya, ataukah mengajukan permohonan PKPU yang berpotensi pada akhirnya pailit jika tidak terjadi kesepakatan. 

Proses hukum jika melalui permohonan pailit, maka setelah dinyatakan pailit oleh majelis hakim, pengadilan akan memilih dan menetapkan Kurator serta Hakim Pengawas untuk pemberesan aset sebagai boedel pailit serta mengumpulkan para kreditor dan menghitung seluruh tagihan kreditor.

Sedangkan proses hukum jika melalui permohonan PKPU, maka setelah dinyatakan debitor dalam masa PKPU oleh majelis hakim, pengadilan akan menetapkan Pengurus dan Hakim Pengawas untuk mengumpulkan kreditur dan melakukan penghitungan jumlah tagihan serta meminta debitor untuk menyampaikan proposal perdamaian yang berisi skenario penyelesaian semua tagihan.

Untuk mengumpulkan seluruh kreditor dan menetapkan jumlah tagihan, kurator atau pengurus harus mengumumkan putusan pailit atau PKPU di 2 surat kabar yang terdiri dari 1 surat kabar nasional dan 1 surat kabar lokal. Kemudian setelah semua kreditor menyampaikan tagihannya, kurator atau pengurus akan melakukan pencocokan tagihan dengan utang yang diakui oleh debitor, hingga didapatkan jumlah tagihan tetap yang akan ditetapkan oleh majelis hakim.

Dalam proses pailit, debitor memiliki hak untuk menyampaikan perdamaian kepada kreditor dalam maksimal 8 hari sebelum diselenggarakan rapat pencocokan piutang. Sedangkan dalam proses PKPU, debitor memiliki waktu untuk menawarkan dan membahas proposal perdamaian melalui rapat kreditor selama 45 hari (masa PKPU Sementara) dan diperpanjang hingga 270 hari (masa PKPU Tetap). Kreditor memiliki hak untuk sepakat atau tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi) yang ditawarkan debitor baik secara aklamasi maupun voting.
Waktu yang lebih panjang dalam proses PKPU  tersebut, menurut penulis dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi para kreditor (jamaah) untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi antar Kreditor. Sehingga meskipun ujungnya goals (tujuan akhir) dari PKPU adalah agar dinyatakan pailit, dengan tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi). Para jamaah punya banyak waktu untuk mengumpulkan para kreditor yang merasa dirugikan atas tindakan First Travel. 
Pengajuan PKPU oleh kreditor pada prinsipnya adalah untuk tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak. Disisi lain dapat memberikan kesempatan kepada debitor untuk membuat skema pembayaran hutang. Sejatinya tahapan PKPU terdapat 2 proses, diantaranya adalah: 
a. PKPU sementara

Proses pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh kreditor maupun debitor. Pengajuan haruslah disertakan alasan yang jelas. Terutama terkait hutang piutang antara debitor dan kreditor. Apabila memang semuanya telah ada, maka dapat dilakukan permohonan PKPU.

Putusan PKPU sementara adalah upaya pendahuluan. Dimana Pengadilan Niaga memberikan kesempatan antara debitor dan kreditor (termohon dan pemohon) untuk berdamai. PKPU sementara yang telah diputus, berlaku hingga waktu 45 hari. Putusan berlaku sejak dibacakannya putusan oleh hakim. Selanjutnya Hakim Pengadilan Niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus untuk mengurus dan mendampingi terkait harta debitor. 
Putusan PKPU yang menyatakan terjadi PKPU sementara. Selanjutnya akan dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diberitakan ke 2 (dua) surat kabar nasional. Publikasi yang dilakukan dimaksudkan untuk mengundang seluruh kreditor yang masih memiliki piutang kepada debitor. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai undangan kepada kreditor untuk menghadiri rapat kreditor. Rapat tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor, serta dilakukan pembahasan terkait rencana perdamaian antara kreditor dan debitor. 
Debitor yang telah memiliki rencana perdamaian dan skema pembayaran hutang kepada kreditor, selanjutnya dapat dilakukan musyawarah berkenaan dengan upaya perdamaian dan pembayaran hutang tersebut. Apabila belum terjadi kata mufakat dalam musyawarah. Selanjutnya dapat dilakukan permohonan perpanjangan melalui mekanisme PKPU tetap. 
b. PKPU tetap
Mekanisme PKPU sementara yang masih belum mendapatkan kata mufakat antara kreditor dan debitor, dapat diajukan mekanisme PKPU tetap. Hal ini diperuntukkan untuk memperpanjang waktu dalam upaya menyusun upaya perdamaian. PKPU tetap juga berlaku apabila memang kreditor belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diberikan oleh debitor. 
Pengadilan Niaga selanjutnya akan memberikan putusan PKPU tetap, jika sebelumnya voting dalam rapat kreditor belum tercapai.  voting kreditor akan kuorum atau terpenuhi (tercapai) apabila memenuhi syarat sesuai Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 
Pelaksanaan PKPU tetap berlangsung selama 270 hari, pasca PKPU semantara. Waktu tersebut dioptimalkan untuk dilakukan perdamaian antara debitor dan kreditor. Apabila memang waktu 270 hari dalam PKPU tetap masih belum ada perdamaian. Maka debitor secara langsung dinyatakan pailit. Pernyataan pailit dibacakan oleh Pengadilan Niaga.
Tindakan permohonan upaya hukum PKPU dilakukan terlebih dahulu dikarenakan memang dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penipuan yang dilaukan oleh First Travel pihak yang berperkara sangatlah banyak baik jamaah sendiri maupun para agen yang merugi atas tindakan First Travel. sehingga apabila langsung dilakukan permohonan kepailitian maka ditakutkan akan banyak pihak yang merasa dirugikan mengingat diperluknaan koordinasi antara seluruh pihak / korban yang terlibat atas tindakan First Travel tersebut. 
Terlebih dalam putusan Kasasi perkara a quo salah satu pertimbangan hakim sebelumnya ternyata telah dilakukan upaya pengurusan terkait barang bukti yang dirampas untuk negara, yakni 

“Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT. First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16  April  2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum dipersidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bu kti tersebut;” 
Atas dasar tersebut penulis berbendapat, jika dilakukan upaya hukum terkait pengembalian harta yang disetor jamaah First Travel adalah melalui permohonan PKPU dengan tujuan tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi), dimana waktu pembuatan skema adalah 270 hari. Dan selanjutnya para kreditur (jamaah Fisrt Travel) untuk selanjutnya melakukan upaya hukum kepailitan.
PENUTUP 
Kesimpulan 

Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel menimbulkan kerugian terhadap jamaah First Travel yang telah menyetorkan uang kepada First Travel baik melalui agen ataupun kepada First Travel langsung. Putusan kasasi pada perkara a quo menyatakan bahwasanya seluruh barang bukti dalam perkara a quo dilakukan perampasan untuk negara sesuai dengan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. sehingga jamaah First Travel yang menjadi korban penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel tidak mendapatkan uangnya kembali.

Berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dikarenakan berdasarkan teori pidana terkait restoratif justice (keadilan restoratif) setiap akibat tindak pidana harus didahulukan kepentingan korban akibat tindak pidana tersebut. Sehingga tolok ukur dari pelaksanaan pidana tidak lagi mengacu bagaimana tersangka mendapat pidana, tetapi lebih condong kepada kepentingan korban untuk mendapatkan kembali harta (kerugian) atas tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara dalam upaya keadilan restoratif, dapat memperhatikan Pasal 98 KUHAP. Dimana pasal tersebut mengatur bagaimana cara penggabungan proses penuntutan pidana dengan proses penggantian kerugian untuk korban. Hal tersebut memungkinkan korban tidak perlu mengajukan gugatan berbeda dengan tuntutan pidana yang dilakukan First Travel. 
Korban First Travel (dalam hal ini adalah jamaahanya) telah melakukan upaya hukum terpisah dari tuntutan pidana. Upaya hukum yang telah dilakukan antara lain gugatan perdata dan pengujian pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP di Mahkamah Konstutitusi. Di ranah non litigasi paguyuban korban First Travel juga melakukan negosiasi dan mediasi kepada Stake Holder terkait barang bukti yang dirampas oleh negara tersebut. Tetapi disisi lain ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jamaah First Travel dalam jalur litigasi, dimana melakukan permohonan PKPU dan kepailitian kepada First Travel, dengan tujuan tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi) sehingga First Travel dapat dinyatakan Pailit.
Saran 

Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh First Travel menimbulkan kerugian terhadap jamaah First Travel yang telah menyetorkan uang kepada First Travel baik melalui agen ataupun kepada First Travel langsung. Putusan kasasi pada perkara a quo menyatakan bahwasanya seluruh barang bukti dalam perkara a quo dilakukan perampasan untuk negara sesuai dengan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. sehingga jamaah First Travel yang menjadi korban penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel tidak mendapatkan uangnya kembali.

Berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dikarenakan berdasarkan teori pidana terkait restoratif justice (keadilan restoratif) setiap akibat tindak pidana harus didahulukan kepentingan korban akibat tindak pidana tersebut. Sehingga tolok ukur dari pelaksanaan pidana tidak lagi mengacu bagaimana tersangka mendapat pidana, tetapi lebih condong kepada kepentingan korban untuk mendapatkan kembali harta (kerugian) atas tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara dalam upaya keadilan restoratif, dapat memperhatikan Pasal 98 KUHAP. Dimana pasal tersebut mengatur bagaimana cara penggabungan proses penuntutan pidana dengan proses penggantian kerugian untuk korban. Hal tersebut memungkinkan korban tidak perlu mengajukan gugatan berbeda dengan tuntutan pidana yang dilakukan First Travel.
DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, L. J. Van. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
Arfana, Nano Tresna. 2019. “Menyoal Penyitaan Barang Bukti Milik Terpidana.” Retrieved July 30, 2020 (https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16118).

Aries, Albert. 2006. “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Dan Keadilan Restoratif.” Varia Peradilan, 3.

Ilyas, Amir. 2016. Kumpulan Asas-Asas Hukum. Jakarta: Rajawali.

Kalo, Syafruddin. 2007. Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran. Medan.

kbbi.kemdikbud. 2020. “KBBI Daring.” Retrieved (https://kbbi.kemdikbud.go.id/).

Kompas.com. 2019. “First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang.” Retrieved March 9, 2020 (https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=2).

Liebman, Miriam. 2007. Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley.

Mahkamah Agung. 2019. Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

MD, Ahmad Ali. 2012. “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin.” Mimbar Hukum Dan Keadilan 1:132.

Mertokususmo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ness, Johnstone dan Van. 2005. The Meaning of Restorative Justice. Bangkok.

Pengadilan Negeri Depok. 2018. Putusan Tingkat Pertama Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Indonesia.

Pengadilan Tinggi Bandung. 2018. Putusan Tingkat Banding. Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rizki, Mochamad Januar. 2019. “Gugatan Perdata Ditolak, Para Jamaah Korban First Travel Pasrah.” Retrieved July 30, 2020 (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4c24cb51d8/gugatan-perdata-ditolak--para-jamaah-korban-first-travel-pasrah).

Sunarso, H. Siswanto. 2014. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Tribunnews.com. 2019. “Awal Mula Kasus First Travel, Biro Umrah Yang Tawarkan Harga Murah.” Retrieved (https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah?page=3).

United Nation. 2006. Handbook on Restorative Justice Programme. New York: United Nation.

Wahid, Eriyantouw. 2009. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti.

Wantu, Fence M. 2012. “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Dinamika Hukum 12:484.

Yandwiputra, Ade Ridwan. 2019. “Aset First Travel Dirampas Untuk Negara, Ini Kata Kemenag.” Retrieved (https://metro.tempo.co/read/1273458/aset-first-travel-dirampas-untuk-negara-ini-kata-kemenag/full&view=ok).

Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



8
15

